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ABSTRAK 

 

Sudibya, 2017, Kebijakan Rekonstruksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Berbasis Public Service Yang Berkeadilan, Disertasi, Program Doktor Ilmu 

Hukum,  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta 

 

Secara umum penelitian ini memberikan preskripsi kebijakan rekonstruksi 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memperbaiki pelayanan publik, untuk 

memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan rekonstruksi PT Kereta 

Api Indonesia (Persero) untuk memperbaiki pelayanan publik, dan untuk 

meresepkan kebijakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) upaya untuk 

meningkatkan keadilan pelayanan publik di masa depan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, 

dengan pendekatan pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan 

kasus. Sumber penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Materi hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan 

wawancara semi terstruktur dari responden manajemen senior PT Kereta Api 

Indonesia (Persero). Analisis dilakukan dengan induksi-deduksi dan interpretasi 

silogisme. 

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan rekonstruksi PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) untuk meningkatkan public service sudah diatur sejak sejarah 

perkeretaapian ada di Indonesia. Hal ini disimpulkan dari bentuk perusahaan 

perkeretaapian selalu berubah sesuai dengan kebijakan negara atas restrukturisasi 

perusahaan perkeretaapian; Ketentuan pengaturan kebijakan rekonstruksi PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) dalam meningkatkan public service sudah 

dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kelemahan dan 

permasalahan. Diantaranya formulasi kebijakan atau tahapan perencanaan 

belumlah konsisten dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga pelayanan publik 

yang berkeadilan yang diharapkan masyarakat tidak berjalan secara optimal; dan  

Kedepannya rekonstruksi kebijakan restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) dalam upaya meningkatkan public service yang berkeadilan dalam hal 

mekanisme subsidi, atau Public Service Obligation (PSO) pemerintah perlu 

menetapkan dan menggunakan konsepsi yang jelas.  

PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menjalankan maksud dan 

tujuannya untuk mengejar keuntungan dengan tidak mengenyampingkan public 

service dalam hal-hal tertentu, sesuai dengan amanat Undang-Undang No.19 

Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Pasal 66 Undang-

Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN dapat 

diberi penugasan khusus dari Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi 

kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatannya 

yang kemudian dilaksanakan dalam mekanisme Kewajiban Pelayanan Publik 

(Public service Obligation/PSO). 

 

Kata kunci: Kebijakan, Rekonstruksi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Public Service, Keadilan 
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Sudibya, 2017, Reconstruction Policy PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Based On Justice Public Service, Disertation, Doctoral Program of Law 

Science, Faculty of Law, Sebelas Maret University of Surakarta 

In General, this research provides the prescreption policy on Kereta Api 

Indonesia Co. Ltd to improve public service, to give explanation on the 

implementation of reconstruction policy on Kereta Api Indonesia Co. Ltd. to 

improve public service, and to prescribe the policy on Kereta Api Indonesia Co. 

Ltd. efforts to improve the justice public service in the future. 
The purpose of this study provides a description of reconstruction policy 

policy of PT Kereta Api Indonesia (Persero) to improve public service, to give 
explanation on the implementation of reconstruction policy of PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) to improve public service, and to prescribe the policy of PT 
Kereta Api Indonesia (Persero) Efforts to improve the justice public service in the 
future. 

This study uses empirical normative legal research methods, with approach 
statute approach, consepual approach, and case approach. The source of this 
study include the primary legal materials and secondary legal materials. Legal 
materials collected through library research and data was collected using semi 
structured interview from senior management of PT Kereta Api Indonesia 
(Persero). Analyses were performed by syllogism induction-deduction and 
interpretation. 

The results showed that the policy of reconstruction PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) to improve public service has been set since the history of 
railways in Indonesia. It is concluded from the shape of the railway company 
constantly changing in accordance with the state policy on reconstruction of the 
railway company; Regulation of reconstruction policy of PT Kereta Api Indonesia 
(Persero) in improving public service has been implemented, but in the 
implementation there are still many weaknesses and problems. Among them the 
formulation of policy or planning stages has not been consistent with the 
implementation in the field, so that the just public service that people hope is not 
running optimally; And in the future the reconstruction of restructuring policy of 
PT Kereta Api Indonesia (Persero) in an effort to improve equitable public 
service in terms of subsidy mechanism, or Public Service Obligation (PSO) of 
government need to establish and use clear conception.  

PT Kereta Api Indonesia (Persero) in exercising its aims and objectives to 
pursue profits by not excluding public services in certain matters, in accordance 
with the mandate of Law No.19 of 2003 on State-Owned Enterprises. Based on 
Article 66 of Law No.19 Year 2003 on State-Owned Enterprises, SOEs may be 
assigned a special assignment from the Government to perform a function of 
public benefit while maintaining the purpose and purpose of its activities which 
are then implemented in the mechanism of Public Service Obligation (PSO) ). 

 

Keywords: Policy, Reconstruction, Kereta Api Indonesia Co. Ltd, Public 

Service, Justice 
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KA Kereta Api 

KTP Kartu Tanda Penduduk 

KEPMENPAN Keputusan Menteri Penetapan Aparatur Negara 

KEPRES Keputusan Presiden 

MASKA Masyarakat Pemerhati Kereta Api 

MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN 

NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia 

PERMENHUB Peraturan Menteri Perhubungan 

PERPU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

PERPRES Peraturan Presiden 

PERUMKA Perusahaan Umum Kereta Api 

PJKA Perusahaan Jawatan Kereta Api 
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PL Peristiwa Luarbiasa 

PLH Peristiwa Luarbiasa Hebat 

PM Peraturan Menteri 

PM BUMN Peraturan Menteri BAdan Usaha Milik Negara 

PNKA Perusahaan Negara Kereta Api 

PSO Public Service Obligation 

PP Peraturan Pemerintah 

PT Perseroan Terbatas 

PT KAI PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

RFF 

 

SDM  

SIM 

Reseau Ferre de France (Perusahaan Jaringan Rel 

Kerata Api Perancis) 

Sumber Daya Manusia  

Surat Izin Mengemudi 

SISTRANAS Sistem Transportasi Nasional 

SKB Surat Keputusan Bersama 

SNCF Société Nationale des Chemins de Fer (Perusahaan 

Perkeretaapian Perancis) 

STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan 

TAC Track Access Charge 

UU Undang-Undang 

UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 
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